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ABSTRAK 
 ANDI RIEFKI ENTENGO (B111 13 606), dengan judul skripsi 
“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang 
Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 
1118/Pid.B/2016/PN.MKS)”. Dibimbing oleh Bapak Syukri Akub Selaku 
Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa Selaku Pembimbing II.    
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang 
dilakukan secara bersama-sama dan untuk mengetahui pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. 
 Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi 
yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, kemudian data 
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga 
mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas 
permasalahan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana 
materil dalam Putusan Nomor 1118/Pid.B/2016/PN.MKS yang 
menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak barang 
yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai 
dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat 
bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan 
terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling 
mencocoki rumusan delik. 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 1118/Pid.B/2016/PN.MKS 
ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan, dan hakim pun telah melaksanakan amanat 
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim 
sebelum menjatuhkan Putusan No. 1118/Pid.B/2016/PN.MKS, menurut 
penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan 
penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta 
adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan 
dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang 
berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan masyarakat memiliki dampak yang positif berupa 
meningkatnya kualitas hidup, tercapainya tujuan kemasyarakatan dan 
kemanusiaan dan dampak negatif berupa munculnya kejahatan yang 
mengancam kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan, meski 
demikian tidak semua perkembangan masyarakat memiliki dampak 
negatif. Tak dapat ditentukan secara pasti bahwa perubahan 
masyarakat itu akan menimbulkan kejahatan sebagaimana ditetapkan 
dalam Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime 
and the Treatment of Offender ataupun sebaliknya perubahan 
masyarakat mencegah terjadinya kejahatan, akan tetapi Konggres 
PBB tersebut mengakui bahwa beberapa aspek penting dari 
perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen, 
artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan. 
Aspek-aspek ini adalah urbanisasi, industrialisasi, pertambahan 
penduduk, perpindahan penduduk setempat, mobilitas sosial dan 
perubahan teknologi.  
 Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang 
satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan 
negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena 
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itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan 
mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. 
Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah 
dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan 
dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat sangat 
mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada 
siapapun. 
 Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar 
hukum yang telah ditentukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah 
satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, 
macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini 
mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping hukuman penjara 
(sebagai sanksinya) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan 
penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah 
menjadi korbannya. Pada dasarnya, perusakan barang milik orang 
lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak 
tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik 
barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain 
itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi 
pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat 
mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang  
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milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau 
pelanggaran  yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang 
melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga 
dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam 
tindak pidana tersebut.  
 Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau 
sekelompok orang menimbulkan instabilitas dalam masyarakat. 
Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya 
untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan 
bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam 
persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.  
 Tindakan pengrusakan terhadap barang merupakan salah satu 
bentuk dari pelanggaran hukum, dimana diatur  pada Pasal 406 ayat 
(1) KUHpidana menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja 
dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat 
sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang 
yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum 
penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan atau  
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denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus 
rupiah)”.1 
 Pada kasus putusan Nomor 1118/Pid.B/2016/PN.MKS ini 
merupakan salah satu kasus tindak pidana secara bersama-sama 
merusak barang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 
sekitar 16.30 wita bertempat di perempatan lampu merah Jalan 
Gunung Latimojong dan Jalan Sungai Saddang Makassar berawal 
pada saat saksi korban melintas di Jalan Gunung Latimojong yang 
mana saat tiba di perempatan lampu merah Jalan Gunung Latimojong  
dan Jalan Sungai Saddang mobil yang saksi korban gunakan berhenti 
mengingat saat itu lampu merah pada saat yang bersamaan dari arah 
samping kanan muncul seorang pengantar jenazah yang 
mengendarai sepeda motor yang langsung memukul mobil milik saksi 
korban Lk. Adi Rengga sebanyak 2 kali sambil mengatakan “minggir” 
sehingga saksi korban Lk. Adi Rengga menurunkan kaca sambil 
berkata “kenapa harus dipukul” sehingga laki-laki tersebut marah dan 
seketika itu juga rombongan pengantar jenazah yang lain 
bermunculan dan mengelilingi mobil milik saksi korban Lk. Adi Rengga 
dan pada saat itu saksi korban melihat terdakwa Muh Asdar dan Lel 
Fair memukul-mukul bagian depan dan samping mobil Avanza milik 
saksi korban Lk. Adi Rengga dengan menggunakan kepalan 
tangannya dimana saat itu terdakwa Muh Asdar memukul pada saat 
                                                 
1 1R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Politeia, Bogor, 
hlm. 278 
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kaca mobil sudah retak dipukul kayu dan dipukul oleh teman-teman 
para terdakwa selanjutnya terdakwa Muh Asdar dan Lel Fair menaiki 
kap mesin sambil meloncat-loncat dan menendang kaca mobil milik 
saksi korban Lk. Adi Rengga sedangkan terdakwa Muh Karim 
memukul bagian depan dengan menggunakan kepalan tangannya 
sebanyak 1 kali Lel Farlan dan Lel Anugrah memukul mobil milik saksi 
korban Lk. Adi Rengga dengan menggunakan kayu serta menendang 
dengan kaki secara berkali-kali pada bagian samping kiri mobil milik 
saksi korban Lk. Adi Rengga.  
 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
1118/Pid.B/2016/PN.MKS para terdakwa dinyatakan bersalah 
melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP. Sebagaimana ditentukan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “secara bersama-sama merusak barang”. Atas perbuatannya 
tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 
(satu) tahun. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam tindak 
pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan secara Bersama-
sama dalam putusan  Nomor :1118/Pid.B/2016/PN.MKS?   
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana Pengrusakan Barang yang 
dilakukan secara Bersama-sama dalam putusan 
Nomor:1118/Pid.B/2016/PN.MKS?  
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pada materiil dalam tindak 
pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan secara Bersama-
sama dalam  Nomor : 1118/Pid.B/2016/PN.MKS?   
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana Pengrusakan Barang yang 
dilakukan secara Bersama-sama dengan  Nomor : 
1118/Pid.B/2016/PN.MKS? 
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D. Manfaat Penelitian 
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang 
pengembangan ilmu bagi Penulis sendiri pada khususnya dan 
mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.  
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi 
semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompoten dalam 
mengemban tugas profesi hukum.   
3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak 
dalam rangka penanggulangan tindak pidana pengrusakan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah 
strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai 
istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, dan perbuatan pidana.  
Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai 
berikut:  
Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung 
jawab).2 
  
Moeljatno mendefenisikan perbuatan pidana sebagai berikut:  
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga 
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 
suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam 
saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu 
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan 
orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang 
yang ditimbulkan kejadian itu.3 
  
                                                 
2 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, PT Rafika Aditama, 
Bandung, hlm. 99 
3 Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59. 
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Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak 
pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana 
perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang atau apa yang 
diperintahkan oleh suatu aturan hukum atau undang-undang dan disertai 
dengan sanksi berupa sanksi pidana.  
Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhi pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang 
telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya 
suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus 
berdasarkan asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan 
bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.4  
Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 
dirumuskan di dalam bahasa latin : “Nulum delictum nulla poena sine  
praevia lege poenali”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia 
kata demi kata: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana 
yang mendahuluinya”.  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
  Kata strafbaar artinya “dapat dihukum‟. Arti harfiahnya ini tidak 
dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum 
adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, 
                                                 
4 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 27 
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perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah 
tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan 
dapat dikenai hukum atau dihukum.  
Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari  
dua sudut pandang menurut Adami Chazawi, yaitu:  
1) Dari sudut pandang teoritis.  
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 
2) Dari sudut undang-undang.   
Sudut undang-undang adalah bagimana kenyataan tindak pidana 
itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada.5  
 
Menurut Satochid Kartanegara, menjelaskan bahwa:  
Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, 
suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan 
(toerekeningsvatbaarheid), dan kesalahan.6  
 
Seorang ahli hukum yaitu Simon merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut:  
a. Diancam pidana oleh hukum  
b. Bertentangan dengan hukum 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan  
d. Orang itu dipandang dapat bertanggung jawab atas 
perbuatannya.7   
 
 
 
 
 
                                                 
5 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 79  
6 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10  
7 Andi Hamzah, 2004, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 88  
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Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana  
adalah:  
a) Perbuatan;  
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).8  
 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, 
yakni :   
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
c) Diadakan tindakan penghukuman.9  
 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) 
dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:   
a) Perbuatan (yang) 
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)  
c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang) 
d) Dipertanggungjawabkan.10  
 
Sementara itu Schravendijk  dalam batasan yang dibuatnya secara 
panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:  
a) Kelakuan (orang yang) 
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum  
c) Diancam dengan hukuman 
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)  
e) Dipersalahkan/kesalahan.11   
 
Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur 
mengenai diri orangnya.  
                                                 
8 Adami Chazawi,Op.cit, hlm 79   
9 Ibid, hlm 80 
10 Ibid, hlm 81 
11 Ibid 
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Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, baik itu 
dalam Buku II maupun Buku III dapat diketahui adanya 11 unsur tindak 
pidana menurut Adami Chazawi yaitu:  
a) Unsur tingkah laku 
b) Unsur melawan hukum 
c) Unsur kesalahan 
d) Unsur akibat konstitutif 
e) Unsur keadaan yang menyertai 
f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana  
g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana  
h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana  
i) Unsur objek hukum tindak pidana 
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana  
k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana. 
 
Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana menurut beliau terdiri 
dari:  
a) Merupakan perbuatan manusia;  
b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)  
c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku 
(syarat materiil).12  
 
Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum 
itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak 
pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia 
yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai 
sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk 
aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut.  
Bila dirinci, maka secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri 
dari unsur subjektif dan objektif. 
 
                                                 
12 Ibid, hlm 82 
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a. Unsur subjektif  
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” 
(Anact does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus 
non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah 
kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan 
kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah 
menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:  
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn) dan  
c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis).  
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:  
1) Tak berhati-hati, dan  
2) Dapat menduga akibat itu. 
 
b. Unsur Objektif  
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yaitu sebagai 
berikut:  
1) Perbuatan manusia, berupa:  
a) Act, yaitu perbuatan aktif, dan  
b) Ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan 
atau membiarkan).  
14 
 
2) Akibat (result) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya 
nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.  
3) Keadaan-keadaan (circumstances)  
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan  
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.  
4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum  
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh 
Hakim di pengadilan. 
B. Tindak Pidana Pengrusakan  
1.  Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan  
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pengrusakan” tidak 
dapat diartikan sendiri. Namun kata „rusak‟ berarti sudah tidak sempurna 
(baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan 
bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh 
orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, 
utuh) lagi.13  
Menurut R. Soesilo, pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong 
dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat 
dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu 
                                                 
13 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit 
Balai Pustaka, Jakarta, hlm 971 
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pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau 
Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 
KUHP.14  
Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:  
1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
Pengrusakan dalam Pasal 406 KUHP yaitu sebagai berikut:  
1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, 
merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau 
menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau 
sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 4.500,-  
2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan 
sengaja dan dengan melawan hakum membunuh, merusakkan 
membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan 
binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang 
lain. 
 
 
       
                                                 
14 R. Soesilo, Op.cit, hlm 278 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengrusakan  
 R. Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan 
memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana 
pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum.  
R. Soesilo menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:  
a) Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat 
sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu 
barang.  
b) Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan 
dengan sengaja dan dengan melawan hukum.  
c) Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan 
orang lain.15 
 
 R. Soesilo memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa yang 
dilarang pasal ini ialah “Melakukan kekerasan”. Kekerasan ini harus 
dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau 
lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut 
melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian 
kekerasan itu  harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan 
itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang 
dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.16 
 Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa 
bagian inti atau unsur delik ini adalah:  
1. Melakukan  kekerasan 
 
 Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran yang 
menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau 
                                                 
15 Ibid, hlm 279 
16 Ibid, hlm 146-147 
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menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti 
binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan 
nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah 
“kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan 
perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap 
masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang. 
2. Di muka umum atau terang-terangan. 
 
 Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini 
memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di 
muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya. 
3. Bersama-sama. 
 
 Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan 
oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya 
mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat 
turut dikenakan pasal ini. 
 
4. Ditujukan kepada orang atau barang.17 
 
 Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan 
terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri 
sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai 
suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.  
 
 
                                                 
17 Andi Hamzah, Op.cit, hlm 5-8 
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 Beliau juga menambahkan bahwa:  
a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan 
tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai 
suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang 
atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya 
orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud 
menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan 
melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu 
barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan 
berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok 
massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat 
perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, 
sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan 
mati. 
b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga 
kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang 
banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasaan tersebut. 
c. Kekerasaan yang dilakukan bersama orang lain atau 
kekerasaan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau 
lebih.  
d. Kekerasaan yang dilakukan tersebut ditunjukan kepada orang 
atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri 
maupun kepunyaan orang lain.18 
 
C. Pidana dan Pemidanaan  
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
 Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah 
umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum 
untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan 
pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan 
hukum pidana. 
 
  
                                                 
18 Ibid 
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 Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa:  
 Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
 adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
 dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
 pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari 
 ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
 karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus 
 ditegakkan oleh negara.19  
 
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana 
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:  
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan  
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang.20  
 
 Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman.  
 Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk 
memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian 
pemidanaan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut:  
 Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
 diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
 hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
 tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
                                                 
19 P.A.F. Lamintang, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Abadi, 
Bandung, hlm 47 
20 Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Rangkang Education, 
Yogyakarta, hlm 12 
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 juga perdata.21  
 
 Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh Hakim. 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan  
 Ada empat teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Marlina, yaitu sebagai berikut:22  
a. Teori Retributif atau teori pembalasan. 
b. Teori Deterrence atau teori pencegahan. 
c. Teori Treatment/Rehabilitation atau teori perawatan/perbaikan. 
d. Teori Social Defence atau teori perlindungan masyarakat. 
 
a. Teori Retributif (Teori Pembalasan) 
 Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana 
adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/ 
pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan 
pembalasan (vergelding)  terhadap orang-orang yang telah melakukan 
perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu 
menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula 
penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan 
perbuatan jahat. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral 
dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus 
dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari 
                                                 
21 M. Taufik Makarao, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, 
Yogyakarta, hlm 16 
22 Dr.Marlina,SH.,M.Hum, 2011, Hukum Penitensier, Rafika Aditama, Bandung, hlm 41-71 
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tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu 
pembalasan.23 
b. Teori Deterrence (Teori Pencegahan) 
 Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif karena 
dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini 
adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penganut reductivism 
meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu 
atau beberapa cara berikut ini:24 
1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (deterring the 
offender), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau 
tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui 
ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan; 
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (deterring 
potential imitators), dalam hal ini memberikan rasa takut 
kepada orang lain yang potensial untuk melakukan 
kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah 
dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa 
takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya; 
3. Perbaikan si pelaku (reforming the offender), yaitu 
memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul 
kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan 
kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan 
ancaman pidana. 
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan 
terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak 
langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan. 
5. Melindungi masyarakat (protecting the public), melalui 
pidana penjara yang cukup lama. 
 
c. Teori Treatment/Rehabilition (Teori Perawatan/Perbaikan) 
 Tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang 
berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku 
                                                 
23 Ibid, hlm 41-42 
24 Ibid, hlm 51 
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kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang 
dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan 
(treatment) dan perbaikan (rehabilition) kepada pelaku kejahatan sebagai 
pengganti dari penghukuman.25 
 Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa: 
 Munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pemidanaan sejalan 
 dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan 
 kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan 
 pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib 
 seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran 
 rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu 
 dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema 
 sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan.26 
 
d. Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat) 
 Menurut Marc Ancel tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib 
sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai 
dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan 
aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan 
yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat 
dielakkan bagi suatu sistem hukum.27 
 Beberapa konsep pandangan moderat menurut Marc Ancel: 
1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau 
konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi 
baru hukum pidana. 
2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan 
yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang 
pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri. 
                                                 
25 Ibid, hlm 59 
26 Ibid, hlm 60 
27 Ibid, hlm 70-71 
23 
 
3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak 
penggunaan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari 
kenyataan sosial. 
 
D. Jenis-Jenis Pemidanaan  
 Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:  
1. Pidana pokok, dan   
2. Pidana tambahan. 
 
1. Pidana pokok  
 Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, 
adalah:  
a) Pidana mati  
 Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam 
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan 
peradilan umum dan militer.  
 Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan oleh 
Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan 
bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi 
dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum adanya PP 
No. 2 Thn. 1946 yang berlaku adalah hukuman gantung.  
 Dalam Pasal 1 PP No. 2 Thn. 1964 ini, secara tegas menyatakan 
bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di 
lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan 
ditembak sampai mati. 
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b) Pidana penjara  
 P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa: 
 Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
 pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
 dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga 
 pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua 
 peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
 pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
 bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.28  
 
 Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan 
pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.  
c) Pidana kurungan  
 Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut 
Niniek Suparni, bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:  
 Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
 kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat 
 ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan 
 hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan 
 seseorang.29  
 
d) Pidana denda  
 Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi 
pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
                                                 
28 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 110 
29 Niniek Suparni, 2007, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23 
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dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama 
pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan 
terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara 
sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.  
 Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah 
diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika 
pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 
ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.  
2. Pidana tambahan  
 Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan 
hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman 
putusan Hakim.  
a) Pencabutan hak-hak tertentu  
 Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:  
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;  
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;  
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5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.  
b) Perampasan barang tertentu  
 Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan 
Hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang 
diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang 
tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:  
a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 
atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas.  
b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 
dalam undang-undang.  
c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang- barang 
yang telah disita.   
c) Pengumuman putusan Hakim  
 Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang 
mengatur bahwa:  
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 Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, 
maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah 
itu atas biaya terpidana. 
 
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
 Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi 
asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturanaturan hukum. Di 
dalam pertimbangan yuridis inilah hakim menilai berat ringannya pidana 
yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipersidangan.  
 Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar menghayati arti 
amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan 
fungsi dan kewenangannya masing-masing. 
 Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:30 
 “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
 unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan 
 perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak 
 pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga 
 pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan 
 hakim.”   
  
                                                 
30 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193 
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 Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat atau 
alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pengadilan pada 
putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti. “Perimbangan yuridis adalah pertimbangan 
hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus 
dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar 
belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan 
agama terdakwa.”   
 Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti), dan modus 
operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus 
diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, 
barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan 
telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-
unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang 
sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak 
pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah 
itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah 
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memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari 
tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, 
pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani 
kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.  
 Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan  
dan pertimbangan hakim, antara lain :31 
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana 
dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat 
hukum.   
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan 
pledoi terdakwa atau penasihat hukum.   
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
 
 Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang 
dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan 
berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, 
terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah 
dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat 
meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap 
baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa 
masih muda dan lain sebagainya. 
 
                                                 
31 Ibid, hlm 196 
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2. Pertimbangan Sosiologis   
 Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan 
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi 
dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 
 Pada Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-
2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan: 
1. Kesalahan terdakwa.  
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.  
3. Cara melakukan tindak pidana.  
4. Sikap batin membuat tindak pidana.  
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.  
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana.  
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku.  
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban 
atau keluarga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan skripsi ini 
nantinya yaitu pada Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi 
akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang 
sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri 
Makassar.  
B. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data 
adalah sebagai berikut:   
1. Untuk jenis data primer, penulis melakukan pengumpulan data 
dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim guna 
memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan 
dengan pembahasan ini.   
2. Untuk data sekunder, penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar untuk mencari data tambahan 
guna menunjang keberhasilan penulisan ini. Dalam hal ini data 
yang diperoleh dari penelitian di Pengadilan Negeri Makassar 
antara lain bersumber dari:   
a. BAP Kepolisian (Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian), Surat 
Dakwaan Jaksa P.U dan Putusan Hakim.   
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C. Jenis dan Sumber Data 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penulis ini, maka jenis dan 
sumber data yang diperlukan adalah:   
1. Jenis Data  
a. Data Primer   
Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap 
mengetahui masalah yang dibahas, yaitu hakim.   
b. Data Sekunder   
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian 
literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
Adapun sumber-sumbernya yaitu buku-buku, majalah, serta dokumen 
atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.   
2. Sumber Data  
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu 
sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan 
hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus 
ini.   
b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu 
sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa 
literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung 
penulisan ini.. 
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D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder 
dianalisis secara kualitatif, lalu dilakukan deskriptif data untuk 
menjawab permasalahan dalam penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pengrusakan Barang yang dilakukan secara Bersama-sama dalam 
Putusan Nomor 1118/Pid.B/2016/PN.MKS.  
 
 Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil 
dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan 
menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana 
materil. Hukum pidana materil (Belanda: materiele Strafrecht; Inggris: 
substantive criminal law). Hukum pidana materil memuat norma-norma 
(kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap 
dan bertindak dalam masyarakat. Norma-norma ini bersifat perintah 
atau larangan.32  
 Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut : 
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu”.33 
 Hukum pidana materil merupakan salah satu sumber hukum yang 
menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat 
setiap orang. Sumber hukum materil berasak dari perasaan hukum 
masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, agama, 
moral, geografis, politik hukum, dan lain-lain. Hukum materil ini 
                                                 
32 Fran Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 7 
33 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 9 
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merupakan faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan 
hukum. 
 Selain pengertian di atas, Tirtamidjaja menyatakan bahwa :   
  “Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
  menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat 
  bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan  
  orang  dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas  
  pelanggaran pidana”.34 
 
 Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan 
yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Penulis 
menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pengrusakan barang dalam Putusan Nomor 
1118/Pid.B/2016/PN.MKS, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi 
kasus, dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan, 
yang Penulis akan uraikan sebagai berikut: 
 
1. Posisi Kasus 
  Delik pengrusakan ini terjadi pada hari Rabu 10 Februari 
 2016 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di perempatan lampu 
 merah jalan Gunung Latimojong dan jalan Sungai Saddang 
 Makassar atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk di 
 daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “dengan terang-
 terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
 terhadap barang” yang dilakukan para terdakwa dengan cara 
 sebagai berikut: 
                                                 
34 Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik-Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakara, hlm. 2 
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  Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal 
pada saat saksi korban Lk. ADI RENGGA melintas di Jalan Gunung 
Latimojong yang mana saat tiba di perempatan lampu merah Jalan 
Gunung Latimojong dan Jalan Sungai Saddang mobil yang saksi 
korban gunakan berhenti mengingat saat itu lampu merah pada 
saat yang bersamaan dari arah samping kanan muncul seorang 
pengantar jenazah yang mengendarai sepeda motor yang langsung 
memukul mobil milik saksi korban sebanyak 2 kali sambil 
mengatakan “minggir” sehingga saksi korban menurunkan kaca 
sambil berkata “kenapa harus dipukul” sehingga laki-laki tersebut 
marah dan seketika itu juga rombongan pengantar jenazah yang 
lain bermunculan dan mengelilingi mobil milik saksi korban dan 
pada saat itu saksi  korban melihat terdakwa Muh Asdar dan Lel 
Fair memukul-mukul bagian depan dan samping mobil Avanza milik 
saksi korban  denganmenggunakan kepalan tangannya dimana 
saat itu terdakwa Muh Asdar memukul pada saat kaca mobil sudah 
retak dipukul kayu dan dipukul oleh teman-teman para terdakwa 
selanjutnya terdakwa Muh Asdar dan Lel Fair menaiki kap mesin 
sambil meloncat-loncat dan menendang kaca mobil milik saksi 
korban sedangkan terdakwa Muh Karim memukul bagian depan 
dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 kali Lel 
Farlan dan Lel Anugrah memukul mobil milik saksi korban dengan 
menggunakan kayu serta menendang  dengan kaki secara 
berkali-kali pada bagian samping kiri mobil milik saksi korban. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)   
 Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan 
perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan 
penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi 
kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat 
dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga harus mampu merumuskan unsur-
unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam artian 
rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam 
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bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata 
lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang 
didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam uraian unsur-
unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam 
melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku 
(pleger), pelaku peserta (medepleger), penggerak (uitlokker), penyuruh 
(doen pleger) atau hanya sebagai pembantu.  
 Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik 
yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik 
tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana, 
Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah 
dibacakan di depan sidang pengadilan.  
 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk 
dan susunan dari surat dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum, 
masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada 
umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan 
pengalaman prakteknya masing-masing, namun demikian tetap 
berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP.  Dalam perkara Nomor 1118/Pid.B/2016/PN.MKS ini, JPU 
menggunakan dakwaan tunggal. 
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Dakwaan : 
 Bahwa terdakwa I Lk. Muh ASDAR Alias ADDA dan terdakwa II Lk. 
Muh KARIM Alias KARIM bersama dengan Lk. FAIR RAMADHAN Alias 
PAIR, Lk. FARLAN AKBAR Alias FARLAN dan ANUGRAH S Alias NUGE 
(ketiganya dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 
2016 bertempat di perempatan lampu merah jalan Gunung Latimojong 
dan jalan Sungai Saddang Makassar atau setidak-tidaknya di tempat yang 
masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “dengan 
terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
terhadap barang” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai 
berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat 
saksi korban Lk. ADI RENGGA melintas di Jalan Gunung Latimojong yang 
mana saat tiba di perempatan lampu merah Jalan Gunung Latimojong dan 
Jalan Sungai Saddang mobil yang saksi korban gunakan berhenti 
mengingat saat itu lampu merah pada saat yang bersamaan dari arah 
samping kanan muncul seorang pengantar jenazah yang mengendarai 
sepeda motor yang langsung memukul mobil milik saksi korban sebanyak 
2 kali sambil mengatakan “minggir” sehingga saksi korban menurunkan 
kaca sambil berkata “kenapa harus dipukul” sehingga laki-laki tersebut 
marah dan seketika itu juga rombongan pengantar jenazah yang lain 
bermunculan dan mengelilingi mobil milik saksi korban dan pada saat itu 
saksi  korban melihat terdakwa Muh Asdar dan Lel Fair memukul-mukul 
bagian depan dan samping mobil Avanza milik saksi korban  dengan 
menggunakan kepalan tangannya dimana saat itu terdakwa Muh Asdar 
memukul pada saat kaca mobil sudah retak dipukul kayu dan dipukul oleh 
teman-teman para terdakwa selanjutnya terdakwa Muh Asdar dan Lel Fair 
menaiki kap mesin sambil meloncat-loncat dan menendang kaca mobil 
milik saksi korban sedangkan terdakwa Muh Karim memukul bagian 
depan dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 kali Lel 
Farlan dan Lel Anugrah memukul mobil milik saksi korban dengan 
menggunakan kayu serta menendang  dengan kaki secara berkali-kali 
pada bagian samping kiri mobil milik saksi korban. 
 Akibat perbuatan terdakwa I Lk. Muh. ASDAR Alias ADDA dan 
terdakwa II Lk. Muh KARIM Alias KARIM bersama dengan Lk.  FAIR 
RAMADHAN Alias PAIR, Lk. FARLAN AKBAR Alias FARLAN  dan 
ANUGRAH S Alias NUGE, korban Lk. ADI RENGGA  mengalami kerugian 
Rp. 11.388.000, (sebelas juta tiga ratus  delapan puluh delapan ribu 
rupiah). 
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3. Tuntutan Penuntut Umum   
 Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut 
Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. 
Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara PDM-
42/Mks/Epp.2/04/2016, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan:  
1. Menyatakan terdakwa Muh. ASDAR Alias ADDA Alias CIKKU, Muh. 
KARIM Alias KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan 
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” 
sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (1) 
KUHP.  
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muh. ASDAR 
Alias ADDA Alias CIKKU, Muh. KARIM Alias KARIM dengan pidana 
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. 
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
 1 (satu) buah kaca depan mobil Toyota Avanza Veloz.  
Dirampas untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah). 
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4. Amar Putusan   
Dalam perkara Nomor 1118/Pid.B/2016/PN.MKS Majelis Hakim 
memutuskan:    
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Muh. ASDAR Alias ADDA, terdakwa Muh. 
KARIM Alias KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. ASDAR Alias ADDA, 
terdakwa Muh. KARIM Alias KARIM dengan pidana penjara 
masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan.  
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya 
dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa.  
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.  
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) buah kaca depan mobil Toyota Avanza Veloz. 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
6. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Analisis Putusan 
 Dalam hukum pidana, setiap perbuatan dapat dikategorikan tindak 
pidana maka harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) 
yang pada dasarnya terikat pada asas legalitas (nullum delictum) yang 
mana dirumuskan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 
ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :  
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 “Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan 
 atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara 
 tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.35 
 Dan berdasarkan uraian diatas, mengenai penerapan hukum 
pidana materiil oleh Majelis Hakim penulis berpendapat bahwa penerapan 
hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang 
dilakukan secara bersama-sama dalam perkara putusan Nomor 1118/Pid. 
B/2016/PN.MKS. Telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh 
terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan 
delik. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan A.A. Ketut Anom Wirakanta 
bahwa penerapan dikaji dari unsur-unsur pidana yang terpenuhi  tersebut 
tidak ada alasan pembenar  atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, 
maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai 
dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani 
pidana penjara  1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara Rp. 2.000,- ( 
dua ribu rupiah). 
Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut : 
 Pelaku merusak mobil korban dengan cara melempar batu dan 
menggunaan kayu serta menggunakan tangan untuk memukul body kiri, 
kanan, dan belakang mobil Avanza Velox sehingga mengakibatkan mobil 
                                                 
35 R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 27 
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korban rusak ataupun peok/tergores dan menendang pada bagian kaca 
depan mobil sehingga pecah.  
 Dan untuk menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah 
melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka 
perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini Pasal  170 ayat (1) 
KUHP adalah sebagai berikut : 
1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
Adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : 
1. Unsur barangsiapa.  
2. Unsur dimuka umum atau terang-terangan.  
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau 
barang. 
 Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yang 
didakwakan kepada terdakwa yaitu : 
1. Unsur BarangSiapa.  
 Pengertian ”barangsiapa” adalah siapa saja subyek hukum yang 
melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan 
berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari 
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keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan para terdakwa 
sendiri yang telah membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam 
persidangan ini adalah Lel MUH ASDAR Alias ADDA Alias CIKKU dan Lel 
MUHAMMAD KARIM Alias KARIM sebagai manusia yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. 
 Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
2. Unsur dimuka umum atau terang-terangan.  
 Pengrusakan yang dilakukan di muka umum atau disebut dengan 
kejahatan terhadap ketertiban umum, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan 
didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta 
bahwa benar pada saat terdakwa I. MUH ASDAR Alias ADDA bersama 
dengan terdakwa II. Lk. MUH KARIM Alias KARIM, Lk. Farlan, Lk. FAIR 
dan Lk. ANUGRAH (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) 
melakukan kekerasan terhadap mobil milik saksi korban Lk. ADI RENGGA 
M SUMARLI di pinggir jalan dekat lampu merah antara Jl. Sungai 
Saddang dengan Jl. Gunung Latimojong Makassar, dimana tempat 
tersebut adalah jalan umum atau tempat umum yang sering dilalui orang, 
sehingga pada saat para terdakwa berteman memecahkan kaca mobil 
milik saksi korban tersebut dapat disaksikan oleh banyak orang yang 
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kebetulan lewat atau berada di tempat tersebut bahkan sempat 
memacetkan jalanan. 
 Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dimuka umum” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau 
barang. 
 Yang dimaksud dalam unsur ini adalah dua atau lebih orang 
bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-
perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik. kekerasan yang 
dilakukan tersebut harus ditujukan kepada barang baik itu kepunyaan 
sendiri atau kepunyaan orang lain, dalam unsur ini disyaratkan bahwa 
kekerasan dilakukan untuk menganggu ketertiban umum. 
 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula 
dengan keterangan terdakwa sendiri, maka memperoleh fakta bahwa 
benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar 16.30 WITA 
bertempat di perempatan lampu merah Jalan Gunung Latimojong dan 
Jalan Sungai Saddang Makassar berawal pada saat saksi korban melintas 
di Jalan Gunung Latimojong yang mana saat tiba diperempatan lampu 
merah jalan gunung latimojong dan jalan sungai saddang mobil yang saksi 
korban gunakan berhenti mengingat saat itu lampu merah pada saat yang 
bersamaan dari arah samping kanan muncul seorang pengantar jenasah 
yang mengendarai sepeda motor yang langsung memukul mobil saksi 
45 
 
korban sebanyak 2 kali sambil mengatakan “minggir” sehingga saksi 
korban Lk. Adi Rengga menurunkan kaca sambil berkata “kenapa harus 
dipukul” sehingga laki-laki tersebut marah dan seketika itu juga 
rombongan pengantar jenazah yang lain bermunculan dan mengelilingi 
mobil milik saksi korban Lk. Adi Rengga dan pada saat itu saksi korban 
melihat terdakwa Muh Asdar dan Lel Fair memukul-mukul bagian depan 
dan samping mobil Avanza milik saksi korban Lk. Adi Rengga dengan 
menggunakan kepalan tangannya dimana saat itu terdakwa Muh Asdar 
memukul pada saat kaca mobil sudah retak dipukul kayu dan dipukul oleh 
teman-teman para terdakwa selanjutnya terdakwa Muh Asdar dan Lel Fair 
menaiki kap mesin sambil meloncat-loncat dan menendang kaca mobil 
milik saksi korban Lk. Adi Rengga sedangkan terdakwa Muh Karim 
memukul bagian depan dengan menggunakan kepalan tangannya 
sebanyak 1 kali Lel Farlan dan Lel Anugrah memukul mobil milik saksi 
korban Lk. Adi Rengga dengan menggunakan kayu serta menendang 
dengan kaki secara berkali-kali pada bagian samping kiri mobil milik saksi 
korban Lk. Adi Rengga. 
 Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap barang” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap 
Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara 
Bersama-sama dalam Putusan Nomor 1118/Pid.B/2016/PN.MKS.   
 Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam 
membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses 
pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil 
keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan 
yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku 
tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu 
sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan 
disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan 
penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan 
hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan 
dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang 
dilakukan terdakwa.   
 Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam 
memutus Perkara Nomor 1118/Pid.B/2016/PN.MKS, Penulis membagi 
kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan 
sosiologis. 
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1) Pertimbangan Yuridis 
 Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi 
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, 
norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.  Berikut fakta-fakta 
hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi 
yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim : 
a. Keterangan saksi-saksi  
1. Saksi ADE RENGGA M SUHARLI, dibawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 februari 
2016 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Perempatan 
Lampu Merah Jalan Gunung Latimojong dan Jalan Sungai 
Saddang kota Makassar.  
- Bahwa benar barang yang dirusak oleh para terdakwa yaitu 1 
(satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih dengan No POI 
1153 VO dengan No Mesin DCY6700 dengan No rangka 
MHKM1CB4JCK009563 dengan STNK atas nama Ir Dasri D 
Andang MM. 
- Bahwa benar pada saat saksi korban Lk. Adi Rengga keluar dari 
rumah dari Jalan Rappocini menuju ke Jalan Racing Centre 
kemudian saksi korban melintas di Jalan Gunung Latimojong 
pada saat saksi korban berada diperempatan lampu merah 
Jalan Gunung Latimojong, Jalan Sungai Saddang saksi korban 
sempat berhenti di lampu merah dan tidak lama kemudian salah 
seorang pengantar jenasah menggunakan sepeda motor 
seorang diri dari arah belakang samping kanan mobil langsung 
melakukan pemukulan terhadap mobil saksi korban Lk. Adi 
Rengga sebanyak 2 (dua) kali terhadap body sebelah kanan 
dank aca sebelah kanan menggunakan tangan kosong. 
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban Lk. Adi Rengga 
menurunkan kaca mobil dan pada saat itu terdakwa marah-
marah dan seketika itu juga dating rombongan jenasah yang 
lain kemudian salah seorang turun dari sepeda motornya dan 
mengambil kunci mobil yang saksi korban Lk. Adi Rengga 
kendarai yang menyebabkan kendaraan mati dan pada saat itu 
para terdakwa langsung mengelilingi mobil saksi korban Lk. Adi 
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Rengga selanjutnya melakukan pemukulan kebagian body kiri, 
kanan dan depan menggunakan kau dan batu serta tangan 
kosong serta ada yang naik ke atas mobil dan melompat-lompat 
di atas mobil, memukul kaca bagian depan serta menendang 
kaca sampai pecah setelah melakukan pengrusakan tidak lama 
kemudian salah seorang warga keluarga pengantar jenasah 
sempat memberikan kunci mobil saksi korban Lk. Adi Rengga 
setelah itu saksi korban Lk. Adi Rengga langsung menyalakan 
mesin dan langsung melaporkan kejadian tersebut. 
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Lk. 
Adi Rengga mengalami kerugian sekitar Rp. 11.388.000, 
(sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). 
 
2. Saksi ANUGRAH Alias NUGE, dibawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 februari 
2016 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Perempatan 
Lampu Merah Jalan Gunung Latimojong dan Jalan Sungai 
Saddang kota Makassar. 
- Bahwa  benar barang yang dirusak oleh para terdakwa yaitu 1 
(satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih dengan No POI 
1153 VO. 
- Bahwa benar pada waktu itu saksi keluar dari rumah menuju ke 
masjid Alhaq jalan Balan untuk bersama-sama mengantar 
jenasah dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 WITA 
rombongan pengantar jenasah berangkat menuju pekuburan 
dadi yang terletak di Lanto Dg Pasewang yang mana saat 
berangkat saksi hanya seorang diri menggunakan sepeda motor 
Mio Soul milik tante saksi, pada saat rombongan pengantar 
jenasah berada diperempatan lampu merah gunung latimojong 
dan jalan sungai saddang saat itu saksi melihat rombongan 
pengantar jenasah berlarian kemudian saksi melihat 1 unit mobil 
Avanza veloz warna putih berhenti ditengah jalan sudah 
dikerumuni oleh pengantar rombongan jenasah tersebut pada 
saat itu mobil tersebut sudah dirusak oleh rombongan 
pengantar jenasah yang berada didepan setelah itu saksi maju 
kemudian saksi dari belakang samping kanan mobil tersebut 
langsung berhenti dan turun dari sepeda motor yang saksi 
kendarai setelah itu langsung memukul pintu bagian depan 
mobil sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan yang saksi 
kepal setelah saksi memukul kemudian saksi naik kembali ke 
motor dan langsung pergi melanjutkan perjalanan kepekuburan 
dadi. 
-  Bahwa benar peran masing-masing saksi berada dibealakang 
rombongan pengantar jenasah kemudian dari arah belakang 
samping kanan mobil turun dari sepeda motor selanjutnya saksi 
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memukul pintu sebelah kanan sebanyak 3 kali menggunakan 
tangan kanan, Le Farlan sebelah kiri mobil menendang 
sebanyak 3 kali bagian depan pintu mobil, Lel Karim saksi tidak 
tahu, Lel Fair berada diatas mobil sambal melompat-lompat dan 
menendang kaca bagian depan mobil. 
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah merencanakan 
melakukan kekerasan / pengrusakan saat itu saksi hanya 
spontan. 
- Bahwa benar perbuatan saksi 1 unit mobil Avanza veloz warna 
putih milik saksi korban mengalami rusak penyok bagian pintu 
kiri dan kanan serta bagian kaca depan mengalami pecah. 
 
3. Saksi FARLAN AKBAR Alias Farlan, dibawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 februari 
2016 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Perempatan 
Lampu Merah Jalan Gunung Latimojong dan Jalan Sungai 
Saddang kota Makassar. 
- Bahwa benar saksi merusak barang milik saksi korban berupa 1 
(satu) unit mobil Avanza warna putih No Pol DD saksi tidak 
tahu. 
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama terdakwa Karim, 
terdakwa Asdar, Lel Fair dan Lel Anugrah. 
- Bahwa benar saksi sementara membawa rombongan jenasah 
yang mana pada saat itu saksi dibonceng oleh teman saksi Lel 
Halik ketika saksi berada diperampatan lampu merah jalan 
gunung latimojong dan jalan sungai saddang saksi melihat 
mobil Avanza putih  milik saksi korban berhenti ditengah jalan 
menghalangi perjalanan rombongan pengantar jenasah 
kemudian saksi langsung menendang sebanyak 3 kali dengan 
menggunakan kaki kanan saksi pada bagian sebelah kiri mobil 
atau tepatnya dibawah kaca spion mobil tersebut setelah itu 
saksi langsung pergi. 
- Bahwa benar saat itu posisi masing-masing saksi berada 
disamping kiri depan mobil menendang bagian depan mobil 
tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, Lel Fair 
berada diatas bagian depan mobil (sambal melompat-lompat 
diatas menendang kaca depan mobil), terdakwa Karim saksi 
tidak tahu, terdakwa Asdar berada disebelah kanan mobil 
memukul kaca mobil sedangkan Lel Anugrah berada disamping 
kanan mobil memukul pintu mobil. 
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi supaya mobil Avanza 
yang dikendarai saksi korban maju dan tidak menghalang-
halangi jalan rombongan pengantar jenasah. 
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- Bahwa benar perbuatan saksi 1 unit mobil Avanza veloz warna 
putih milik saksi korban mengalami rusak penyok bagian pintu 
kiri dan kanan serta bagian kaca depan mengalami pecah. 
 
b. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa Muh ASDAR Alias ADDA Alias CIKKU, didepan 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 
2016 sekitar pukul 16.45 WITA bertempat diperempatan lampu 
merah jalan Gunung Latimojong dan jalan Sungai Saddang 
Makassar. 
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama merusak barang milik 
saksi korban berupa 1 unit mobil Avanza veloz warna putih. 
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-
sama dengan Lel Fair, Lel Udin, terdakwa Karim, Lel Anugrah, 
Lel Farlan dan beberapa orang lagi yang tidak diketahui nama 
dan identitasnya. 
- Bahwa benar terdakwa secara bersama-sama melakukan 
pengrusakan terhadap mobil Avanza warna putih milik saksi 
korban yang dimana melewati jalan gunung latimojong 
makassar keadaan jalan macet saat itu posisi mobil milik saksi 
korban tidak meminggirkan jalur kendaraannya yang 
menyebabkan para pengantar jenasah marah dan melakukan 
pengrusakan terhadap mobil milik saksi korban tersebut. 
- Bahwa benar terdakwa menggunakan kaki kanan memukul 
(kepalan tangan) kearah samping kanan pintu depan sebanyak 
3 kali, Lel Udin yang pertama kali menghadang/memarkir 
sepeda motor matic warna hitam miliknya didepan mobil Avanza 
veloz  dan menuju kearah sopir mobil selanjutnya memukul 
dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali 
seketika itu diikuti oleh terdakwa dan beberapa teman 
pengantar jenasah melakukan pemukulan, Lel Fair yang 
pertama kali memukul mobil menggunakan batu berukuran 
sedang kearah kaca depan mobil kemudian menaiki kap 
penutup mesin dan melompat-lompat sambal menendang kaca 
depan mobil secara berulang, terdakwa Karim melempar kayu 
kearah sebelah kanan dekat pintu depan, Lel Farlan 
menendang sebelah kiri dibawah kaca spion secara berulang 
kali sedangkan pengantar jenasah yang lain menggunakan 
tangan dan pelemparan batu kearah mobil berulang kali. 
- Bahwa benar saat itu terdakwa melakukan kekerasan secara 
bersama-sama dengan menggunakan batu berukuran sedang, 
sebuah potongan kayu 4x6 cm. 
- Bahwa benar kondisi mobil Avanza setelah kejadian mengalami 
kerusakan penyok / terlengkung kedalam pada bagian samping 
51 
 
kiri, kanan, depan dan belakang serta kaca depan mengalami 
pecah. 
 
Terdakwa MUHAMMAD KARIM Alias KARIM, didepan 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 
2016 sekitar pukul 16.45 WITA bertempat diperempatan lampu 
merah jalan Gunung Latimojong dan jalan Sungai Saddang 
Makassar. 
- Bahwa benar terdakwa merusak barang milik saksi korban 
berupa 1 unit mobil Avanza veloz warna putih No Pol DD saksi 
tidak tahu. 
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama Lel Farlan, 
terdakwa Asdar, Lel Fair dan Lel Anugrah. 
- Bahwa benar pada saat itu  terdakwa sementara membawa 
rombongan pengantar jenasah mengendarai sepeda motor 
seorang diri ketika berada diperempatan lampu merah Gunung 
Latimojong dan jalan Sungai Saddang terdakwa melihat 1 unit 
mobil Avanza veloz warna putih dikerumuni oleh beberapa 
orang rombongan pengantar jenasah sambal memukul kendara 
tersebut yang pada saat itu terdakwa juga memarkir sepeda 
motor tersangka yang terdakwa pakai kemudian turun dari 
sepeda motor selanjutnya terdakwa ikut memukul sebanyak 1 
kali pada bagian depan mobil menggunakan tangan kanan 
setelah itu terdakwa langsung naik kembali diatas motor dan 
pergi melanjutkan perjalanan ke pekuburan. 
- Bahwa benar posisi masing-masing saat itu terdakwa berada 
didepan mobil kemudian memukul bagian depan mobil 
sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, Lel Farlan dan 
terdakwa Asdar saat itu berada diatas bagian depan mobil 
(sambal meloncat-loncat diatas mobil dan menendang kaca 
depan mobil), Lel Anugrah berada disamping sebelah kanan 
mobil sedangkan Lel Farlan terdakwa tidak melihat jelas. 
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa supaya pengemudi 
dapat memberi jalan atau menepikan kendaraannya. 
-  Bahwa benar akibat perbuatan saksi mobil Avanza veloz warna 
putih milik saksi korban mengalami rusak penyok pada bagian 
body dan pada bagian depan kaca mengalami pecah(rusak). 
 
c. Barang Bukti  
Barang bukti yang diajukan di depan persidangan sebagai berikut : 
- 1 (satu) Buah Kaca depan mobil Avanza Veloz DD 1153 PO 
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- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah). 
 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, 
kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah 
dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang 
didakwakan kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal 
yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan 
dan terpenuhi seluruhnya. 
 Adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan 
kepada terdakwa adalah sebagai berikut:  
1. Unsur barangsiapa.  
2. Unsur dimuka umum atau terang-terangan.  
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau 
barang. 
 Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yang 
didakwakan kepada terdakwa diajukan didepan persidangan dengan 
dakwaan tunggal yaitu : 
1. Unsur barangsiapa.  
 Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang 
dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang 
tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana 
serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan 
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perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap 
sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku. 
 Bahwa Lel MUH ASDAR Alias ADDA dan Lel MUHAMMAD KARIM 
Alias KARIM yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan 
fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-
saksi yang disumpah dan keterangan para terdakwa sendiri yang telah 
membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini 
adalah Lel MUH ASDAR Alias ADDA Alias CIKKU dan Lel MUHAMMAD 
KARIM Alias KARIM sebagai manusia yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. 
 Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
2. Unsur dimuka umum atau terang-terangan. 
 Yang dimaksud dalam unsur ini adalah kekerasan yang dilakukan 
di muka umum atau disebut dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, 
yaitu perbuatan melakukan kekerasan tersebut terdakwa lakukan ditempat 
orang banyak (publik) dapat melihat. 
 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan 
keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada 
saat terdakwa I. MUH ASDAR Alias ADDA bersama dengan terdakwa II. 
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Lk. MUH KARIM Alias KARIM, Lk. Farlan, Lk. FAIR dan Lk. ANUGRAH 
(yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) melakukan 
kekerasan terhadap mobil milik saksi korban Lk. ADI RENGGA M 
SUMARLI di pinggir jalan dekat lampu merah antara Jl. Sungai Saddang 
dengan Jl. Gunung Latimojong Makassar, dimana tempat tersebut adalah 
jalan umum atau tempat umum yang sering dilalui orang, sehingga pada 
saat para terdakwa berteman memecahkan kaca mobil milik saksi korban 
tersebut dapat disaksikan oleh banyak orang yang kebetulan lewat atau 
berada di tempat tersebut bahkan sempat memacetkan jalanan. 
 Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dimuka umum” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau 
barang. 
 Yang dimaksud dalam unsur ini adalah dua atau lebih orang 
bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-
perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik. kekerasan yang 
dilakukan tersebut harus ditujukan kepada barang baik itu kepunyaan 
sendiri atau kepunyaan orang lain, dalam unsur ini disyaratkan bahwa 
kekerasan dilakukan untuk menganggu ketertiban umum. 
 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula 
dengan keterangan terdakwa sendiri, maka memperoleh fakta bahwa 
benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar 16.30 WITA 
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bertempat di perempatan lampu merah Jalan Gunung Latimojong dan 
Jalan Sungai Saddang Makassar berawal pada saat saksi korban melintas 
di Jalan Gunung Latimojong yang mana saat tiba diperempatan lampu 
merah jalan gunung latimojong dan jalan sungai saddang mobil yang saksi 
korban gunakan berhenti mengingat saat itu lampu merah pada saat yang 
bersamaan dari arah samping kanan muncul seorang pengantar jenasah 
yang mengendarai sepeda motor yang langsung memukul mobil saksi 
korban sebanyak 2 kali sambil mengatakan “minggir” sehingga saksi 
korban Lk. Adi Rengga menurunkan kaca sambil berkata “kenapa harus 
dipukul” sehingga laki-laki tersebut marah dan seketika itu juga 
rombongan pengantar jenazah yang lain bermunculan dan mengelilingi 
mobil milik saksi korban Lk. Adi Rengga dan pada saat itu saksi korban 
melihat terdakwa Muh Asdar dan Lel Fair memukul-mukul bagian depan 
dan samping mobil Avanza milik saksi korban Lk. Adi Rengga dengan 
menggunakan kepalan tangannya dimana saat itu terdakwa Muh Asdar 
memukul pada saat kaca mobil sudah retak dipukul kayu dan dipukul oleh 
teman-teman para terdakwa selanjutnya terdakwa Muh Asdar dan Lel Fair 
menaiki kap mesin sambil meloncat-loncat dan menendang kaca mobil 
milik saksi korban Lk. Adi Rengga sedangkan terdakwa Muh Karim 
memukul bagian depan dengan menggunakan kepalan tangannya 
sebanyak 1 kali Lel Farlan dan Lel Anugrah memukul mobil milik saksi 
korban Lk. Adi Rengga dengan menggunakan kayu serta menendang 
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dengan kaki secara berkali-kali pada bagian samping kiri mobil milik saksi 
korban Lk. Adi Rengga. 
 Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap barang” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
 Oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah 
terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka kesimpulan majelis hakim yang 
menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 170 
Ayat (1) KUHP. 
 Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, 
maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan 
pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan 
pengecualian pidana secara umum dibagi atas:   
1. Alasan pembenar   
 Daya paksa relatif (relative overmacht)  
 Pembelaan darurat (noodweer)  
 Menjalankan ketentuan undang-undang dan  
 Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.   
2. Alasan pemaaf   
 Tidak mampu bertanggung jawab  
 Daya paksa mutlak (absolute overmacht)  
57 
 
 Pembelaan yang melampaui batas dan  
 Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.   
 Berdasarkan pada proses pemeriksaan perkara dipersidangan, 
majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai alasan pembenar-
ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk 
menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa 
tersebut, maka atas diri dan perbuatan para terdakwa tersebut harus 
mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. 
Mengenai alasan pengurangan pidana, Pasal 22 ayat (4) KUHAP 
menyatakan “masa penangkapan atau penahanan dikurangkan dari 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Maka dari rumusan Pasal 22 ayat 
(4) KUHAP ini, sangat beralasan bagi para terdakwa untuk dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena dalam perkara ini 
para terdakwa telah ditahan dan demi adanya kepastian hukum tentang 
status penahanan terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila 
lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari masa 
penahanan yang telah dijalankan tersebut. 
2) Pertimbangan Sosiologis   
 Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang 
menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi 
sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam 
menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional 
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Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim 
mempertimbangkan :   
1. Kesalahan terdakwa.  
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.  
3. Cara melakukan tindak pidana. 
4. Sikap batin membuat tindak pidana. 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku. 
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana. 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku. 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau 
keluarga.    
 Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim 
dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam 
memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan 
aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek 
sosiologisnya.   
 Sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, majelis 
hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa seperti yang tertera dalam surat putusan yaitu 
sebagai berikut :  
a. Hal-hal yang memberatkan  
- Perbuatan para terdakwa main hakim sendiri. 
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan orang lain menderita 
luka. 
- Terdakwa I Muh Asdar pernah dihukum.  
b. Hal-hal yang meringankan  
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya.  
59 
 
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit.   
 Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, 
dihubungkan dengan sifat perbuatan para terdakwa, keadaan-keadaan 
ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, 
maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sudah sesuai 
dengan kesalahan para terdakwa.   
 Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas 
kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa I MUH ASDAR 
Alias CIKKU dan terdakwa II MUHAMMAD KARIM Alias KARIM dengan 
pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. 
3. Analisis Penulis   
 Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan 
pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan 
sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan 
yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan 
Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang 
bukti dan pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan 
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat 
melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang 
pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan 
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fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar 
akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya 
berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan 
perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan 
hukum perbuatan terdakwa,.maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang 
setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku 
dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis 
Hakim hanya melihat halhal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa 
tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dan 
meresahkan masyarakat. Adapun hal-hal yang meringankan adalah para 
terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya, dan para terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak 
berbelit-belit.  
 Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-
unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan 
dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak 
adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum 
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untuk pidana yang dilakukannya. Setelah menguraikan dan selanjutnya 
menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, 
menurut Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam 
perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-
keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim 
telah mempertimbangkan pribadi para terdakwa. Tujuan utama dari 
penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi 
perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan 
masyarakat.  
Menurut pasal 98 KUHAP yaitu sebagai berikut : 
1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan 
kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan 
orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara 
gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. 
 Berdasarkan putusan perkara No.1118/Pid.B/2016/PN.MKS, 
korban tidak meminta kepada Majelis Hakim dalam persidangan untuk 
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meminta ganti rugi, selama korban tidak meminta ganti rugi maka di dalam 
persidangan Hakim tidak bisa memaksa dan mempertanyakan atas ganti 
rugi yang di derita oleh korban.  
 Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur 
persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 
perkara No.1118/Pid.B/2016/PN.MKS sudah sesuai dengan ketentuan 
undang-undang yang berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:   
1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 
1118/Pid.B/2016/PN.MKS yang menyatakan bahwa terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama 
merusak barang yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah 
tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan 
saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara 
perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki rumusan delik.  
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara 
dengan Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN. Mks ini, 
pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan, dan hakim pun telah melaksanakan 
amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim 
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dalam menjatuhkan Putusan No. 1118/PID.B/2016/PN.MKS, 
menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, 
berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa 
dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, 
hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta 
memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat 
dengan keyakinan hakim. Selain itu, majelis Hakim tidak 
menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan 
sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan 
rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.  
B. Saran  
1. Bagi para hakim sebelum memutus suatu perkara, hendaknya 
selalu melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. Karena hakim bukan saja penegak 
hukum, tetapi juga penegak keadilan. Selain itu, Jaksa Penuntut 
Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, 
mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk 
menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang 
dihadapkan di muka persidangan.  
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2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 
terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara 
cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa 
kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali 
perbuatannya tersebut. 
  
66 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku : 
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, 
Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT 
Raja Grafindo: Jakarta. 
Amir Ilyas. Yuyun Widaningsih. 2010. Hukum Korporasi Rumah Sakit 
Rangkang Education: Yogyakarta 
Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education: 
Yogyakarta. 
Andi Hamzah. 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: 
Jakarta. 
Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar PT 
 Rafika Aditama: Bandung 
Fran Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. PT 
RajaGrafindo Persada: Jakarta. 
Ilham Basri. 2003. Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia. 
Alqaprint: Bandung. 
Leden Marpaung. 2005. Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana. Sinar 
Grafika: Jakarta. 
Leden Marpaung. 2008. Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana. Sinar 
Grafika: Jakara. 
Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, 
Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya. Citra Aditya 
Bakti: Bandung. 
67 
 
Marlina. 2011. Hukum Penitensier. Rafika Aditama: Bandung. 
Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta: Jakarta. 
M. Taufik Makarao. 2005. Pembahuruan Hukum Pidana Indonesia. Kreasi 
Wacana: Yogyakarta. 
Niniek Suparni. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta. 
P.A.F. Lamintang. 2009. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra 
Aditya Abadi: Bandung. 
R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan 
Penjelasannya. Politea: Bogor. 
R. Sugandhi. 1980. K.U.H.P Dengan Penjelasannya. Usaha Nasional: 
Surabaya 
Peraturan Perundang-Undangan : 
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2002. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Penerbit Balai Pustaka: Jakarta. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 
 Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Internet : 
Asiaaudiovisualra09gunawanwibisono’s (https://asiaaudiovisualra09gunaw
 anwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/) 
http://akhmadrapiuddin.blogspot.co.id/2009/06/makalah-keamanan-dalam-
 konteks.html 
 
